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GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan dalam
penyelenggaraan   pemerintahan   daerah  diarahkan untuk
melindungi,  melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat;

b. bahwa kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah dapat
diwujudkan melalui wadah Perangkat Daerah yang penataannya
berdasarkan urusan pemerintahan daerah provinsi yang
menjadi kewenangannya;

c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah telah bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
kepentingan umum berdasarkan pembatalan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi
Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH
dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI.

Pasal  1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

2. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah sesuai dengan potensi yang dimiliki.

4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga Negara.

5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
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Pasal  2
(1) Urusan Pemerintahan meliputi:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

masyarakat;
f. sosial;
g. tenaga kerja;
h. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
i. pangan;
j. pertanahan;
k. lingkungan hidup;
l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
o. perhubungan;
p. komunikasi dan informatika;
q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
r. penanaman modal;
s. kepemudaan dan olah raga;
t. statistik;
u. persandian;
v. kebudayaan;
w. perpustakaan;
x. kearsipan.
y. kelautan dan perikanan;
z. pariwisata;
aa. pertanian;
bb. kehutanan;
cc. energi dan sumber daya mineral;
dd. perdagangan;
ee. perindustrian; dan
ff. transmigrasi.

(2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Urusan Pemerintahan Wajib; dan
b. Urusan Pemerintahan Pilihan.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
b. yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal  3
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a
meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan

masyarakat; dan
f. sosial.



4

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf a sebagai berikut:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

(4) Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 4
(1) Daerah Provinsi berhak menetapkan kebijakan Daerah

untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

(2) Kebijakan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 5
Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk mewadahi
dalam Dinas Daerah Provinsi.
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Pasal 6
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Oktober 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI  DJANGGOLA
Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19610421 198401 1 004


